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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 
 

Terselenggaranya good governance merupakan syarat bagi setiap 

pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan 

serta cita-cita bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan 

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan 

legitimate sehingga penyelenggara pemerintah dan pembangunan dapat 

berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan 

bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu 

salah satu azas dalam penyelenggaraan negara yang perlu mendapat 

perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu azas keterbukaan, azas 

profesionalitas dan azas akuntabilitas. 

 

Sejalan dengan hal tersebut, laporan ini juga merupakan bagian dari amanat 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu 

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor PM. 35 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan 

Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian 

Perhubungan, dan Keputusan Sekretarias Jenderal Nomor KP. 1365 Tahun 

2023 tentang Reviu Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian 

Perhubungan Tahun 2020-2024. 

 

Dengan demikian perlu dilakukan penyusunan Laporan Monitoring dan 

Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan IV guna evaluasi dan peningkatan kinerja 

serta pencapaian target sesuai dengan yang telah ditetapkan. 

 

B. Maksud dan Tujuan 

 

Maksud dan tujuan dari kegiatan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi 

Capaian Kinerja Triwulan IV 2024 Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan 

Internasional serta Perwakilan Kementerian Perhubungan di Luar Negeri 

adalah dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pusat Fasilitasi Kemitraan dan 

Kelembagaan Internasional yang merupakan refleksi kewajiban untuk 
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melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu 

dipertanggung jawabkan dalam bentuk suatu Laporan Kinerja. 

 

Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan IV 

Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional serta Perwakilan 

Kementerian Perhubungan di Luar Negeri Tahun 2024 bertujuan untuk 

memberikan gambaran secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja 

yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara. 

 

C. Struktur Organisasi 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Pusat Fasilitasi 

Kemitraan dan Kelembagaan Internasional merupakan salah satu unit kerja 

dibawah Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 

kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

koordinasi dan pembinaan perwakilan Kementerian Perhubungan di luar 

negeri, pelaksanaan kemitraan dalam negeri dan luar negeri, serta fasilitasi dan 

evaluasi ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang transportasi. 

 

Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional terdiri dari: 

a. Bidang Hubungan Dalam Negeri, Bilateral dan Subregional; 

b. Bidang Hubungan Multilateral; 

c. Bagian Tata Usaha; dan 

d. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Bagan Struktur Organisasi 
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D. Perjanjian Kinerja Unit Kerja Tahun 2024 

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi 

kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan 

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dalam hal ini Pusat 

Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional telah mengajukan 

Perjanjian Kinerja yang telah di reviu dan ditandatangani oleh Kepala Pusat 

Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional sebagai pihak pertama 

yang berkomitmen akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan 

Sekretaris Jenderal sebagai pihak kedua yang akan melakukan supervisi yang 

diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja Pusat 

Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional serta Perwakilan 

Kementerian Perhubungan di Luar Negeri.  
 

Tabel I 
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 

PUSAT FASILITASI KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN INTERNASIONAL 
 

Berikut rincian anggaran kegiatan yang dikelola oleh Pusat Fasilitasi Kemitraan 
dan Kelembagaan Internasional (PFKKI) : 

  No 
Sasaran 
Kegiatan 

Indikator Kinerja  Satuan Target 

1 2 3 4 5 

SK 1 Meningkatnya 
Kapabilitas 
Kerjasama 
dan Kemitraan 
Kementerian 
Perhubungan 

IKK 1.1 Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan 
Kemitraan Kementerian Perhubungan 

Nilai 87 

IKK 1.2 Terselenggaranya Layanan 

Ketatausahaan 

Persentase 100 

IKK 1.3 Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama 

Dalam Negeri Bidang Transportasi 

Persentase 100 

IKK 1.4 Terselenggaranya Kegiatan Sidang 

Internasional/ Kerjasama Luar Negeri 

Bidang Transportasi 

Persentase 100 

IKK 1.5 Terlaksananya Bantuan Delegasi RI 

ke Sidang Internasional dan 

Efektivitas Kinerja Perwakilan 

Kementerian Perhubungan di Luar 

Negeri 

Persentase 100 

IKK 1.6 Tersusunnya Naskah Perjanjian 

Internasional Bidang Transportasi 

Persentase 100 

IKK 1.7 Terselenggaranya 

Sosialisasi/Diseminasi/Seminar/ 

Workshop/Rapat Koordinasi pada 

Lingkup Kerjasama Transportasi 

Persentase 100 
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  No 
Sasaran 
Kegiatan 

Indikator Kinerja  Satuan Target 

1 2 3 4 5 

IKK 1.8 Terselenggaranya Layanan 

Perkantoran Pusat FKKI dan 

Perwakilan Kementerian 

Perhubungan di Luar Negeri 

Persentase 100 

 
Kegiatan Anggaran 

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas 
Teknis lainnya Kementerian Perhubungan  

(Pusat FKKI) 

Rp. 15.041.936.000,- 

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas 
Teknis lainnya Kementerian Perhubungan (Perwakilan 
Kementerian Perhubungan di Luar Negeri) 

Rp. 28.817.394.000,- 
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BAB II 
CAPAIAN KINERJA TRIWULAN 

 

 

A. Capaian Kinerja Triwulan IV terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024 
 

 

Tabel II.1 

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan 1.1 

Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan  

Kementerian Perhubungan 

 

 
 

Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional memiliki 

Sasaran Program Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 

dan Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan 

Kemitraan Kementerian Perhubungan yang terdiri dari 1 (satu) Indikator 

Kinerja Kegiatan (IKK) utama yaitu Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan 

Kemitraan Kementerian Perhubungan dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja 

Pendukung lainnya. 

 

Selama periode bulan Januari s.d Desember 2024, kinerja Kualitas 

Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan yang 

dilaksanakan oleh Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan 

Internasional mencapai nilai 87 atau sebesar 100% sesuai dengan target 

awal capaian. 

 

 

 

Sasaran 
Program/Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Utama/Kegiatan  
Satuan Target 

Realisasi Kinerja 
TW IV 

Kinerja 
(%) 

Okt Nov Des 

Meningkatnya Tata 
Kelola 
Pemerintahan yang 
Baik/ Meningkatnya 
Kapabilitas 
Kerjasama dan 
Kemitraan 
Kementerian 
Perhubungan 

Kualitas 
Pelaksanaan 
Kerjasama dan  
Kemitraan 
Kementerian 
Perhubungan 

Nilai 87 52.98 63.27 87 100 
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Berikut adalah realisasi capaian kinerja Pusat Fasilitasi Kemitraan dan 

Kelembagaan Internasional yaitu: 

 

1. IKK 1.2 yaitu Terselenggaranya Layanan Ketatausahaan; 

Terselenggaranya Layanan Ketatausahaan pada tahun 2024 memiliki 

target 100%, dengan capaian kinerja pada triwulan IV sebesar 100%. 

 

Tabel II.2 

Capaian Kinerja Indikator Kinerja 1.2 

Kegiatan Terselenggaranya Layanan Ketatausahaan 
 

 

 

Telah terlaksananya tugas dan fungsi pelaksanaan ketatausahaan 

hingga triwulan IV yaitu dengan melakukan penyiapan bahan 

penyusunan rencana program anggaran, urusan keuangan, 

pengelolaan administrasi barang milik negara, pelaksanaan Sistem 

Pengendalian Internal Pemerintah, serta evaluasi dan pelaporan; dan 

penyiapan bahan pelaksanaan urusan sumber daya manusia, reformasi 

birokrasi, pengendalian gratifikasi, persuratan, kearsipan, 

perlengkapan, pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 

Negara dan Aparatur Sipil Negara, pengelolaan data dan teknologi 

informasi, dan rumah tangga Pusat Fasilitasi Kemitraan dan 

Kelembaagan Internasional serta Perwakilan-Perwakilan Kementerian 

Perhubungan di Luar Negeri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
Indikator Kinerja 

Kegiatan 
Satuan Target 

Realisasi 

Kinerja 

TW IV 

Kinerja 

(%) 

IKK.1 

Terselenggaranya 

Layanan 

Ketatausahaan 

Persentase 100 100 100 
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2. IKK 1.3 yaitu Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri 

Bidang Transportasi; 

Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri Bidang Transportasi 

pada tahun 2024 memiliki target 100%, dengan capaian kinerja pada 

triwulan IV sebesar 100%. 

 

 

 

Tabel II.3 

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan 1.3 

Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri  

Bidang Transportasi 

 

 

Sampai dengan triwulan IV Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan 

Internasional telah melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi 

(Monev) kenektivitas Pelayara Kapal-kapal Non-Convention Sized Ships 

(NCSS) di Pelabuhan Tarakan pada tanggal 4-7 Desember 2024 serta 

Monitoring dan Evaluasi ke Otoritas Bandar Udara Wilayah II di Medan 

pada tanggal 9-11 Desember 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
Indikator Kinerja 

Kegiatan 
Satuan Target 

Realisasi 

Kinerja 

TW IV 

Kinerja 

(%) 

IKK.2 

Terlaksananya 

Fasilitasi 

Kerjasama Dalam 

Negeri Bidang 

Transportasi 

Persentase 100 100 100 
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3. IKK 1.4 yaitu Terselenggaranya Kegiatan Sidang Internasional/ 

Kerjasama Luar Negeri Bidang Transportasi; 

Terselenggaranya Kegiatan Sidang Internasional/ Kerjasama Luar 

Negeri Bidang Transportasi pada tahun 2024 memiliki target 100%, 

dengan capaian kinerja pada triwulan IV sebesar 100%. 
 

Tabel II.4 

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan 1.4 

Terselenggaranya Kegiatan Sidang Internasional/  

Kerjasama Luar Negeri Bidang Transportasi 

 

 

Pada triwulan IV, Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan 

Internasional tidak menyelenggarakan Kegiatan Sidang 

Internasional/Kerjasama Luar Negeri Bidang Transportasi dikarenakan 

sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, seluruh kegiatan yang 

direncanakan telah dilaksanakan dengan baik pada triwulan 

sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
Indikator Kinerja 

Kegiatan 
Satuan Target 

Realisasi 

Kinerja 

TW IV 

Kinerja 

(%) 

IKK.3 

Terselenggaranya 

Kegiatan Sidang 

Internasional/ 

Kerjasama Luar 

Negeri Bidang 

Transportasi 

Persentase 100 100 100 



  

P F K K I 10 

 

4. IKK 1.5 yaitu Terlaksananya Bantuan Delegasi RI ke Sidang 

Internasional dan Efektivitas Kinerja Perwakilan Kementerian 

Perhubungan di Luar Negeri; 

Terlaksananya Bantuan Delegasi RI ke Sidang Internasional dan 

Efektivitas Kinerja Perwakilan Kementerian Perhubungan di Luar Negeri 

pada tahun 2024 memiliki target 100%, dengan capaian kinerja pada 

triwulan IV sebesar 100%. 

 

Tabel II.5 

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan 1.5 

Terlaksananya Bantuan Delegasi RI ke Sidang Internasional dan 

Efektivitas Kinerja Perwakilan Kementerian Perhubungan  

di Luar Negeri 

 

 

Pada periode triwulan IV Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan 

Internasional telah mengirimkan delegasi/perwakilan untuk menghadiri 

beberapa kegiatan sebagai berikut: 

1. Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Brunei Darussalam-Indonesia-

Malaysia-Phillipines East Asia Growth Area (BIMP-EAGA) di Kota 

Kinabalu, Malaysia pada tanggal 14-17 Oktober 2024; 

2. Pertemuan the 47th ASEAN Transport Facilitation Working Group 

(47th TFWG) and 16th ASEAN Transit Transport Coordinating Board 

(16th TTCB) di Vientiane, Lao PDR pada tanggal 22-24 Oktober 

2024; 

3. The 50th ASEAN Air Transport Working Group and Related Meetings 

(50th ATWG) di Chiang Mai, Thailand pada tanggal 28-31 Oktober 

2024; 

No 
Indikator Kinerja 

Kegiatan 
Satuan Target 

Realisasi 

Kinerja 

TW IV 

Kinerja 

(%) 

IKK.4 

Terlaksananya 

Bantuan Delegasi 

RI ke Sidang 

Internasional dan 

Efektivitas Kinerja 

Perwakilan 

Kementerian 

Perhubungan di 

Luar Negeri 

Persentase 100 100 100 
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4. Pertemuan Cooperation Forum (CF) ke-15, Tripartite Technical 

Expert Group (TTEG) Ke-47 dan Project Coordinating Committee 

(PCC) ke-15 di Bali, Indonesia pada tanggal 21-25 Oktober 2024; 

5. Pertemuan Dialogue on: Enhancing transport and logistic 

connectivity within the Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-

Philippines East ASEAN Growth Area di Davao City, Filipina pada 

tanggal 13-15 November 2024; 

6. 58th ASEAN Senior Transport Officials Meeting (58th STOM) and 

Associated Meeting dan 30th ASEAN Transport Ministers Meeting 

and Associated Meeting di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 18-

22 November 2024; 

7. Pertemuan the United Nations Economic and Social Commission for 

Asia and the Pacific (UNESCAP) Eighth Session of the Committee 

on Transport (CTR8) di Bangkok, Thailand pada tanggal 5-7 

November 2024. 

 

Kemudian dalam rangka melaksanakan tugas Kapus FKKI sebagai KPA 

(Kuasa Pengguna Anggaran) dan KPB (Kuasa Pengguna Barang) serta 

monitoring atas tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan pengelolaan 

aset tahun 2021 dan 2022 pada Perwakilan Kementerian Perhubungan 

oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan RI) pada tahun 2023 telah 

dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, 

dan Pengawasan serta Pengendalian BMN pada Perwakilan 

Kementerian Perhubungan di Tokyo, Singapura, Kuala Lumpur, Jeddah, 

Den Haag dan Montreal pada bulan Oktober s.d. Desember 2024. Serta 

telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Teknis Perwakilan 

Kementerian Perhubungan di Luar Negeri Tahun 2024 di Labuan Bajo, 

Nusa Tenggara Timur pada tanggal 7-8 November 2024. 

 

Dalam waktu periode bulan Oktober s.d Desember 2024 Pusat Fasilitasi 

Kemitraan dan Kelembagaan Internasional juga telah melakukan proses 

permohonan penerbitan Surat Persetujuan Perjalanan Dinas Luar 

Negeri (SPDLN) sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) berkas 

kepada Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara dengan total Januari 

s.d Desember 2024 sebanyak 691 (enam ratus sembilan puluh satu) 

Surat. 
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5. IKK 1.6 yaitu Tersusunnya Naskah Perjanjian Internasional Bidang 

Transportasi; 

Tersusunnya Naskah Perjanjian Internasional Bidang Transportasi pada 

Tahun 2024 memiliki target 100%, dengan capaian kinerja pada triwulan 

IV sebesar 100%. 
 

Tabel II.6 

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan 1.6 

Tersusunnya Naskah Perjanjian Internasional Bidang Transportasi 
 

 
Dalam rangka meningkatkan Kerjasama Luar Negeri dalam kerangka 

Bilateral, Subregional dan Multilateral sesuai dengan tugas Pusat 

Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional yaitu 

melaksanakan fasilitasi dan evaluasi ratifikasi konvensi dan perjanjian 

internasional di bidang transportasi, pada periode triwulan IV telah 

dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) 

between Transportation Policy Agency of the Ministry of Transportation 

of the Republic of Indonesia and Malaysian Institute of Road Safety 

Research Concerning the Policy Analysis and Recommendation on 

Road Safety oleh Kepala Badan Kebijakan Transportasi Kementerian 

Perhubungan RI dan Direktur Jenderal Malaysian Institute of Road 

Safety Research pada tanggal 23 Oktober 2024 di Jakarta. 

 

Terdapat beberapa Perjanjian Internasional di Bidang Hubungan 

Bilateral dan Multilateral yang masih dalam proses ratifikasi, yaitu: 

1. Air Transport Agreement (ATA) between the Government of the 

Republic of Indonesia and the Government  of the Grand Duchy of 

Luxembourg; 

2. Air Transport Agreement (ATA) between the Government of the 

Republic of Indonesia and Government of the Democratic Republic 

of Timor Leste; 

No 
Indikator Kinerja 

Kegiatan 
Satuan Target 

Realisasi 

Kinerja 

TW IV 

Kinerja 

(%) 

IKK.5 

Tersusunnya 

Naskah Perjanjian 

Internasional 

Bidang 

Transportasi 

Persentase 100 100 100 
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3. Air Transport Agreement (ATA) between the Government of the 

Republic of Indonesia and Government of the Democratic Republic 

of Timor Leste; 

4. Ratifikasi Protocol to Amend the Convention on Offences and Certain 

Other Acts Committed on Board Aircraft [Montreal Protocol 2014]; 

5. Ratifikasi Protocol relating to an Amendment to the Convention on 

International Civil Aviation [Article 3 Bis]; 

6. Ratifikasi Konvensi Pembentukan International Organization for 

Marine Aids to Navigation (IOMAN); 

7. Ratifikasi Protocol to Implement the 9th Package of Commitments on 

Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on 

Services (AFAS Paket ke - 9); 

8. Ratifikasi Protocol to Implement the 10th Package of Commitments 

on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement 

on Services (AFAS Paket ke - 10); 

9. Ratifikasi Protocol to Implement the 11th Package of Commitments 

on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement 

on Services (AFAS Paket ke - 11); 

10. Ratifikasi ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Type 

Approval for Automotive Products (APMRA); 

11. Ratifikasi  ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Flight Crew 

Licensing (ASEAN MRA FCL). 
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6. IKK 1.7 yaitu Terselenggaranya Sosialisasi/Diseminasi/Seminar/ 

Workshop/Rapat Koordinasi pada Lingkup Kerjasama 

Transportasi; 

Terselenggaranya Sosialisasi/Diseminasi/Seminar/Workshop/Rapat 

Koordinasi pada Lingkup Kerjasama Transportasi pada tahun 2024 

memiliki target 100%, dengan capaian kinerja pada triwulan IV sebesar 

100%. 

Tabel II.7 

Capaian Kinerja Indikator Kinerja 1.7 

Kegiatan Terselenggaranya 

Sosialisasi/Diseminasi/Seminar/Workshop/Rapat Koordinasi  

pada Lingkup Kerjasama Transportasi 

 

 

Pada triwulan IV Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan 

Internasional telah menyelenggarakan beberapa kegiatan sebagai 

berikut: 

1. Rapat Koordinasi Persiapan Pertemuan the 47th ASEAN Transport 

Facilitation Working Group and 16th ASEAN Transit Transport 

Coordinating Board Meeting di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 10-

12 Oktober 2024; 

2. Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Kerja Sama Bilateral 

Transportasi Indonesia Dengan Beberapa Negara di Wilayah Eropa 

(Austria, Denmark, Jerman, Prancis, dan Rusia) di Surabaya, Jawa 

Timur pada tanggal 28-30 Oktober 2024; 

3. Rapat Koordinasi Persiapan Pertemuan the 58th ASEAN Senior 

Transport Officials Meeting (58th STOM) and the 30th ASEAN 

Transport Ministers Meetings (30th ATM) di Bandung, Jawa Barat 

pada tanggal 3-5 November 2024; 

4. Workshop Tindak Lanjut Kerja Sama Multlateral di Bekasi, Jawa 

Barat pada tanggal 8-10 Desember 2024; 

No 
Indikator Kinerja 

Kegiatan 
Satuan Target 

Realisasi 

Kinerja 

TW IV 

Kinerja 

(%) 

IKK.6 

Terselenggaranya 

Sosialisasi/Diseminasi

/Seminar/Workshop/ 

Rapat Koordinasi 

pada Lingkup 

Kerjasama 

Transportasi 

Persentase 100 100 100 
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5. Workshop Tindak Lanjut Implementasi Ratifikasi Perjanjian 

Internasional di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 11-13 Desember 

2024; 

6. Workshop Liberalisasi Perdagangan Jasa Sektor Transportasi 

Putaran ke-2 di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 12-14 Desember 

2024. 

 

7. IKK 1.8 yaitu Terselenggaranya layanan perkantoran Pusat FKKI 

dan Perwakilan Kementerian Perhubungan di Luar Negeri. 

Terselenggaranya layanan perkantoran Pusat FKKI dan Perwakilan 

Kementerian Perhubungan di Luar Negeri pada Lingkup Kerjasama 

Transportasi pada tahun 2024 memiliki target 100%, dengan capaian 

kinerja pada triwulan IV sebesar 100%. 

Tabel II.8 

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan 1.8 

Terselenggaranya layanan perkantoran Pusat FKKI dan  

Perwakilan Kementerian Perhubungan di Luar Negeri  

pada Lingkup Kerjasama Transportasi 

 

 

Pelaksanaan anggaran dan urusan keuangan serta layanan 

perkantoran  Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional 

serta Perwakilan Kementerian Perhubungan di Luar Negeri selama 12 

(dua belas) bulan sampai dengan triwulan IV telah tercapai dengan baik 

dan secara rutin telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

setiap bulannya baik Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan 

Internasional dan Perwakilan Kementerian Perhubungan di Luar Negeri 

ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).  

No 
Indikator Kinerja 

Kegiatan 
Satuan Target 

Realisasi 

Kinerja 

TW IV 

Kinerja 

(%) 

IKK.7 

Terselenggaranya 

layanan perkantoran 

Pusat FKKI dan 

Perwakilan 

Kementerian 

Perhubungan di Luar 

Negeri pada Lingkup 

Kerjasama 

Transportasi 

Persentase 100 100 100 
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B. Realisasi Anggaran Triwulan IV Tahun 2024 

 

Tabel II.9 

Realisasi Anggaran Triwulan IV Tahun 2024  

Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional 

NO KEGIATAN 
 PAGU 

ANGGARAN 
(Rp)  

 REALISASI 
(Rp)  

 SISA DANA 
(Rp)  

 
PERSENTASE 

(%)  

1 
Penyelenggaraan Pembinaan 
dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia 

           
314.615.000  

         
314.614.500  

                         
500  

              
100,00  

2 
Pengelolaan Administrasi 
Kepegawaian dan 
Ketatausahaan 

           
647.910.000  

         
647.790.639  

                  
119.361  

                
99,98  

3 
Pembayaran Gaji dan 
Tunjangan 

           
886.593.000  

         
886.583.559  

                      
9.441  

              
100,00  

4 
Operasional dan Pemeliharaan 
Kantor 

        
2.940.213.000  

      
2.940.196.063  

                    
16.937  

              
100,00  

5 
Perangkat Pengolahan Data 
dan Informasi 

           
187.770.000  

         
187.770.000  

                              
-  

              
100,00  

6 Peralatan Fasilitas Perkantoran 
           

624.230.000  
         

624.226.293  
                      

3.707  
              

100,00  

7 

Penyusunan Rencana Program 
PFFKI serta Perwakilan 
Kemenhub di Luar Negeri 
Tahun 2024 

           
201.461.000  

         
201.460.750  

                         
250  

              
100,00  

8 

Penyusunan Laporan Keuangan 
dan Anggaran PFKKI serta 
Perwakilan Kemenhub di Luar 
Negeri 

           
320.652.000  

         
320.650.920  

                      
1.080  

              
100,00  

9 

Pelaporan Monitoring dan 
Evaluasi serta 
Pengadministrasian BMN 
PFKKI dan Perwakilan  

           
261.836.000  

         
261.798.905  

                    
37.095  

                
99,99  

10 
Workshop Hubungan dan 
Kerjasama Luar Negeri 

           
268.234.000  

         
268.234.000  

                              
-  

              
100,00  

11 

Workshop Tindak Lanjut Kerja 
Sama Bilateral Transportasi 
Indonesia dengan Beberapa 
Negara Nordik 

           
133.825.000  

         
133.825.000  

                              
-  

              
100,00  

12 

Monitoring dan Evaluasi 
Implementasi Hasil-Hasil 
Kerjasama Kawasan 
Ekonomi di Wilayah Sub 
Regional dan Wilayah 
Kerjasama Bilateral 
serta Trilateral di Sektor 
Transportasi 

           
359.305.000  

         
359.169.214  

                  
135.786  

                
99,96  
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NO KEGIATAN 
 PAGU 

ANGGARAN 
(Rp)  

 REALISASI 
(Rp)  

 SISA DANA 
(Rp)  

 
PERSENTASE 

(%)  

13 

Penyelenggaraan the 11th Vice-
Ministerial Level Meeting in 
Transport Sector between 
Indonesia and Japan (VMLM 
ke-11) 

           
532.401.000  

         
532.399.530  

                      
1.470  

              
100,00  

14 
Penyelenggaraan Indonesia - 
Australia Transportation 
Security Forum 

           
244.321.000  

         
244.321.000  

                              
-  

              
100,00  

15 
Workshoop Liberasi 
Perdagangan Jasa Transportasi 

           
537.026.000  

         
536.829.306  

                  
196.694  

                
99,96  

16 

Penyelenggaraan Focus Group 
Discussion Optimalisasi 
Kerjasama Bilateral 
Transportasi Indonesia Dengan 
Beberapa Negara Mitra di 
Wilayah Eropa 

           
266.561.000  

         
266.560.750  

                         
250  

              
100,00  

17 
Focus Group Discussion Kerja 
Sama Multilateral Bidang 
Transportasi 

           
256.021.000  

         
256.011.760  

                      
9.240  

              
100,00  

18 
Workshop Tindak Lanjut 
Implementasi Kerja Sama 
Multilateral 

           
175.598.000  

         
175.597.988  

                           
12  

              
100,00  

19 

Rapat Koordinasi Komite 
Koordinasi Angkutan Transit 
Nasional (National Transit 
Transport Coordinating 
Committee/NTTCC) 

           
485.295.000  

         
485.294.800  

                         
200  

              
100,00  

20 
Rapat Koordinasi Persiapan 
Sidang Internasional Bidang 
Multilateral 

           
220.850.000  

         
220.848.850  

                      
1.150  

              
100,00  

21 
Workshop Ratifikasi Perjanjian 
Internasional Multilateral 

           
494.456.000  

         
494.354.606  

                  
101.394  

                
99,98  

22 

Monitoring dan Evaluasi 
Implementasi Hasil Hasil 
Kerjasama Multilateral Bidang 
Transportasi 

           
225.253.000  

         
225.117.465  

                  
135.535  

                
99,94  

23 
Bantuan Delegasi RI ke Sidang 
Internasional 

        
3.090.654.000  

      
3.090.540.731  

                  
113.269  

              
100,00  
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NO KEGIATAN 
 PAGU 

ANGGARAN 
(Rp)  

 REALISASI 
(Rp)  

 SISA DANA 
(Rp)  

 
PERSENTASE 

(%)  

24 
Rapat koordinasi Teknis 
Perwakilan kementerian 
Perhubungan di Luar Negeri 

           
682.735.000  

         
682.654.935  

                    
80.065  

                
99,99  

25 

Monitoring dan Evaluasi 
Pengembangan Perwakilan 
Kemenhub di Luar Negeri di 
Negara Akreditasi 

               
8.600.000  

             
8.600.000  

                              
-  

              
100,00  

TOTAL    14.366.415.000    14.365.451.564                  963.436                99,99  

 

Realisasi daya serap keuangan Pusat Fasilitasi Kemitraan dan 

Kelembagaan Internasional posisi per 31 Desember 2024 adalah sebesar 

Rp. 14.365.451.564,- atau mencapai 99,99% yang seluruhnya merupakan 

realisasi belanja pegawai dan belanja barang.  
 

 

Tabel II.10 

Realisasi Anggaran Triwulan IV Tahun 2024  

Perwakilan-Perwakilan Kementerian Perhubungan di Luar Negeri 
 

NO SATKER 
 PAGU 

ANGGARAN 
(Rp)  

 REALISASI 
(Rp)  

 SISA DANA 
(Rp)  

 
PRESENTASE 

(%)  

1 Den Haag     3.429.525.000      3.071.363.417           358.161.583                 89,56  

2 Jeddah     3.585.936.000      3.575.311.818             10.624.182                 99,70  

3 Kuala Lumpur     3.605.416.000      3.565.419.092             39.996.908                 98,89  

4 London     4.363.874.000      4.152.081.196           211.792.804                 95,15  

5 Montreal     2.791.064.000      2.574.619.809           216.444.191                 92,25  

6 Singapura     3.663.848.000      3.648.634.038             15.213.962                 99,58  

7 Tokyo     4.157.931.000      4.120.306.509             37.624.491                 99,10  

8 Washington DC     3.219.800.000      3.104.522.768           115.277.232                 96,42  

TOTAL   28.817.394.000    27.812.258.647        1.005.135.353                 96,51  

 

Realisasi daya serap keuangan Perwakilan-Perwakilan Kementerian 

Perhubungan di Luar Negeri posisi per 21 Januari 2025 adalah sebesar Rp. 

27.812.258.647,- atau mencapai 96,51% yang seluruhnya merupakan 

realisasi belanja barang dan modal. Hal ini disebabkan oleh Perwakilan 

Kementerian Perhubungan di Den Haag dan Montreal belum selesai tutup 

buku dikarenakan kendala pada aplikasi SAKTI, kemudian telah dilakukan 

tindak lanjut berupa koordinasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara (KPPN) Jakarta IV dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

Negara (DJPb) untuk segera dilakukan perbaikan dan pembaharuan data. 
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BAB IV 
PENUTUP 

 
1. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja triwulan IV, capaian kinerja Pusat 

Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional serta Perwakilan 

Kementerian Perhubungan di Luar Negeri secara umum telah terlaksana 

dengan baik sesuai dengan target Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja 

Kegiatan yang telah ditetapkan senilai 87 atau 100%. 

 

Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional semula memiliki 

anggaran sebesar Rp. 15.782.395.000,- kemudian pada tanggal 27 Desember 

2024 telah dilakukan Revisi Anggaran sehingga total pagu anggaran menjadi 

Rp. 14.366.415.000,-. Total daya serap Pusat Fasilitasi Kemitraan dan 

Kelembagaan Internasional sampai dengan triwulan IV yaitu sebesar Rp. 

14.365.451.564,- atau 99,99%. 

 

Perwakilan Kementerian Perhubungan di Luar Negeri semula memiliki 

anggaran sebesar Rp. 24.034.962.000,- kemudian mendapatkan penambahan 

anggaran terkait Fasilitas Sewa Rumah (FSR) sebesar Rp. 5.302.432.000,- 

sehingga menjadi Rp. 29.337.394.000,-. Selanjutnya telah dilakukan Revisi 

Anggaran sehingga total pagu anggaran menjadi Rp. 28.817.394.000,-. Total 

daya serap Perwakilan Kementerian Perhubungan di Luar Negeri sampai 

dengan triwulan IV yaitu sebesar Rp. 27.812.258.647,- atau 96,51% dengan 

penyerapan anggaran tertinggi pada Satker Jeddah, Singapura dan Tokyo. 

Saat ini sedang menunggu hasil tindak lanjut perbaikan dan pembaharuan data 

dari KPPN Jakarta IV dan DJPb. 

 

2. SARAN 

 

Guna meminimalisir risiko yang dapat mengganggu kinerja organisasi, Pusat 

Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional (PFKKI) akan perlu 

menerapkan: 

a. Perlunya penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) dimana beban kerja 

yang cukup banyak dan jumlah SDM yang belum memadai perlu mendapat 

perhatian agar dapat memaksimalkan tugas pokok dan fungsi PFKKI 

sebagai koordinator dalam melaksanakan kerja sama internasional sebagai 

Koordinator dalam melaksanakan Hubungan Kerja Sama Internasional 

termasuk Memonitor Efektivitas Kinerja Perwakilan Kementerian 

Perhubungan di Luar Negeri; 
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b. Perlunya Penambahan Anggaran pada  Program Rencana Kegiatan PFKKI 

dan Perwakilan Kementerian Perhubungan di Luar Negeri untuk 

mendukung kelancaran pelaksanan tugas pokok dan fungsi serta  

Perbaikan dan penambahan fasilitas, sarana dan peralatan kantor; 

c. Perlunya penguatan terhadap Penyusunan Dokumen Perencanaan, 

Pengelolaan Anggaran dan Pelaporan serta Pengadministrasian Barang 

Milik Negara (BMN) Perwakilan Kemenhub di Luar Negeri; 

d. Perlu dilakukan monitoring capaian kinerja secara berkala oleh Pimpinan 

Eselon II dan jajaran dalam kegiatan rapat sebagai dasar pertimbangan 

pengambilan keputusan; 

e. Perlunya koordinasi yang erat dengan unit kerja Eselon I untuk 

melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian 

yang telah ditandatangani di sektor perhubungan baik perjanjian yang 

ditandatangani oleh Menteri Perhubungan atau tingkat Eselon I; 

f. Kebijakan kerjasama dalam dan luar negeri di bidang transportasi perlu 

ditingkatkan dan lebih bersinergi sehingga kehadiran PFKKI untuk dapat 

menjadi focal point dalam kerja sama dalam dan luar negeri baik dari sektor 

darat, laut, udara, dan perkeretaapian, serta kegiatan diklat, dan kajian 

kebijakan lebih optimal dan dapat menyatukan persepsi di semua sub 

sektor maupun di antara Kementerian/Lembaga terkait; 

g. PFKKI harus menjadi kunci penting/jembatan penghubung berbagai 

kepentingan terkait transportasi baik hubungan kerjasama bilateral dan 

multilateral yang masih perlu untuk disosialisasikan dengan instansi terkait 

guna terciptanya komunikasi aktif yang efektif dan efisien dalam 

pemerintahan; dan 

h. Perwakilan Kementerian Perhubungan di Luar Negeri agar melakukan 

langkah-langkah yang intensif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok. 
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